
BUPATI SANGGAU 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI SANGGAU 

NOMOR 38 TAHUN 2013 

TENTANG 

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL 

DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI SANGGAU, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa scbagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

ten tang Desa, juncto Pasal 2 \ dan 24 Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar 

Kewenangan Berasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan 
Desa Lokal Berskala Desa; 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Pcetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 

9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Noor 72, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negura Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 



• ', ' 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tatun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
' 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintab Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- 

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5717); 
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 

tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ( Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 
tentang Kewenangan Desa (3erita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 
2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sanggau Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Daerah Kebupaten Sanggau Nomor 4); 



MEMUTUSKAN: 

Menetapke: PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA 

BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL 

BERSKALA DESA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud engar: 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sanggau. 

2. emerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah Kabupaten Sanggau. 

3. Bupati adalah Bupati Sanggau. 

4. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator 

penyelenggraat pemerintahan di wilayah kerja kecamatan 
yang dalem pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan 
kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani 
sebogian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan 

' tugas umum pemerintahan. 

5. Desa adalah kesatuen masyarakat hukum yang memiliki 

atas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengu.rus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

7. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat 
desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 

8. Kepala Desa adalah pejabat yang mcmimpin 

pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, 

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 

pemberdayaaan masyarakat desa. 
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9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat 
PD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 
penduduk dea berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
ditetapkan secara demokratis. 

10.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan 
Permusyawaratan Dcsa, pemerintah desa, dan unsur 
masyaraket yang diselenggarakan oleh Badan 
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang 
bersifat strategis. 

11.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan 
yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan 

disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa, diakui 
keberadaannya dan menpunyai kekuatan hukum mengikat 
sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang- 
urdangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan 
kewenangan. 

12. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa 
meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, 
kewenangan lokal berskala desa, kcwenangan yang 
d'itugaskan olch pemerintah, pemerintah daerah provinsi, 
atau pemerintah daerah 'serta kewenangan lain yang 
ditugaskan oleh pemerinah, pemerintah daerah provinsi, 
atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan 
peraturan pervndang-undangan. 

13.Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak 
yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa 
dzsa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan 
pelkembangan kehidupan masyarakat. 

14.Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan 
untuk mengatur dan mcngurus kepentingan masyarakat 

desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan 

efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena 

perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa. 



BAB Ii 

RUANG LINGKUP 

Pasel 2 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi: 

a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; 
b. kewenangan lokal berskala Desa; 
c. mekanisme pelaksanaan kewenangan Desa; 
d.evaluasi dan pelaporan pelaksanaan keuangan Desa; 
e. pembiayaan; dan 
f. pembinaan dan pengawasan. 

BAB III 

KEWLNANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL 

Pasal 3 

Rincian kewenangan desa berdasarkan hak asal usui, meliputi: 
a. sistim organisasi masyarakat adat; 
b. pembinaan kelembagaan 1aasyarakat; 
e. pembinaan lembaga dan hukum adat; 
d. pengelolaan tanah kas Desa; dan 
e. pengembangan peran masyarakat Desa. 

PasaJ 4 

Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul setelah 
dilakukan identifikasi dan inventarisasi, adalah: 
a. Menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan 

hak-hak perdata; 
b. Pencatatan dan inventaris kepemilikan hak atas tanah di 

Desa; 
c. Pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat; 
d. Perdayaguraan tanah-tanah Desa untuk keperluan 

masyarakat Desa; 
c. Pengelolaan kekayaan dan aset Desa; dan 
f. Pelestarian, gtong-royong, adat istiadat, seni tradisional 

dan budaya desa. 

RABIV 

KEWENANGAN LOKAL EERSKALA DESA 

Pasal 5 

Rincian kewenangan lokal berskale Desa, meliputi : 
a. Pengelolaan tar 1batan perahu; 
b. Pengelolaan pasar dcsa; 
e. Pengelolan tempat pemandian; 
d. Pengelolaan jaringan irigasi; 
e. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa; 
f. Pemt.inaan kesehatan rnasyarakat dan pengelolaan pos 

pelayanan terpadu; 



g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan, belajar; 
h. Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan; 
i. Pengelolaan embung Desa; 
j. Pengelolaan air minum berskala Desa; dan 
k. Pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah 

prtanian. 

Pasal 6 

Kewenangan Lokal Berskala Desa hasil ldentifikasi dan 
Inventarisasi, meliputi: 
a. penyiapan patok dan dokumen batas desa; 
b. penataan Dusun; 
c. pendayagunaan Profil Desa; 
d. pengelolaan Badan Usaha MilikDesa; 
e. penetapan kerja sama antar-Desa; 
f. pengelolaan kesehatar, desa; 
g. pengeiolaan pendidikan anak usia dini (PAUD)/TK milik 

Desa; 
h. pengelolaan Teknologi Tepat Guna; 
i. pengelolaan kesehatan lingungan; 
j. pengelolaan perikanan. peternakan, pertanian, perkebunan 

milik Desa; 
k. pengembangan produk ungglan Desa 
I. pengembangan pusat perekonomian Desa; 
m. pengelolaan dnn penetapan cadangan pangan (lumbung) 

Desa; 
n. pengelolaan wisata Desa; 
o. Pengeloiaan laha.n kritis skala Desa; 
p. pengelolaan sumber daya ala.m Desa bagi peningkatan 

kesejahteraan masyarakat; 
q. pembinaa:. ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; 
r. pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa; 
s. peningkatan kapasitas aparatur Desa, BPD, lembaga­ 

lembaga Desa dan kelompok­kelompok masyarakat lainnya; 
t. Penanganan Kebakaran hutan dan lahan desa. 

BAB V 

MEKANISME PELAKSAN AAN KEWENANGAN DESA 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 7 

(1) Pererintal Desa menetapkan Peraturan Desa tentang 
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan 
Lokal Berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan 
kebutuhan lokal. 

(2) Penetapan Peraturan Desa sebaga.ima.na dimaksud pada 
ayat (1) berdasarkan hasil pembahasan da.n kesepa.katan 
Musyawarah Desa. 



Pasal 8 

Penataan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 
Kewenangan Lokal Berskala Desa dilakukan dengan tahapan 
sebagai berikut: 
a. pemilihan jenis kewenangan berdasarkan daftar yang telah 

d.itetapkan dalam Peraturan Bupati ini; 
b. penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan 

Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan 
Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 

c. klarifikasi eraturan Desa; dan 
d. pelaksanaan. 

Bagian Keau.a 

Pemilihan Jcnis Kevenangan 

Pasal 9 

(1) Pemitihan kewenangan Lesa dilakukan dalam forum 
Musyawarah Desa yeng diselenggarakan oleh BPD dan 
dihadiri dari unsur Pemerintah Desa, BPD, lembaga 
kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat. 

(2) Hasl keputusan Musyawarah Desa scbagaimana dimaksud 
pada ayat (±) dituangkan dalam berita acara yang 
ditandatangani oleh Kepala Desa, BPD dan perwakilan 
peserta Musyawarah Desa. 

(3) Keputusan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah 
Desa dalam penyusunan Peraturan Desa tentang 
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usu] dan 
Kewenangan Lokal Berskala Desa. 

(1) Format berita acara dan Peraturan Oesa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dar ayat (3) tercantum dalam 
Lampirzn yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Bagian Ketiga 

Penyusuran, Pembahasan, Penetapan, dan Pengundangan 

Pasal 10 

() Pemerintah Desa menyusun rancangan Peraturan Desa 
berdasarkan keputusan hasil Musyawarah Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2). 

(2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, 
dikonsuitasikan kepada masyarakat Desa dan Camat 
untuk mendapatkan masukan. 

(3) BPD menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat 
Desa dalam rangka memastikan keputusan hasil 
Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
ayat (3) menjadi dasar dalam penyusunan rancangan 
Peraturan Desa. 

(4} Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh 
Kepela Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati 
bersama. 



(5) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama 
cleh BPD dan Kepala Desa disampaikan oleh pimpinan 
BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi 
Peraturan Desa. 

(6) Penyarnpaian rancangan Peraturan Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam jangka waktu 
paling le ma 7 (tujuh) hari sejak tanggal kesepakatan 
bersama. 

{7) Kcpala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi Peraturan 
Desa paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya 
rancangan Peraturan Desa dari pimpinan BPD. 

(8) Sekretaris Desa mengundangkan Peraturan Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam Lembaran 
Desa. 

Bagian Keempat 

Klarifikasi 

Pasal 11 

(I) Praturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) disampaikan oleh Kepala 
Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh/ hari sejak 
aiundangkan untuk diklarifikasi. 

(2) Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Desa paling lama 
30 (tiga puluh) hari sejak diterima. 

(3) Dalam melakukan larifikasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Bupati aapat membentuk tim klarifikasi Peraturan 
Desa atau mende'egasikan kepaa Camat. 

(4) Hasil kla:ifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
berupa: 
a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan 

umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi; dan 

b. hasil klariikas: yang bertentangan dengan kepentingan 
umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang lebIh tinggi. 

(5) Dalam hal hasil klarifikasi sehagaimana dimaksud pada 
ayat (4), Peraturan Desa tidak bertentangan dengan 
kepentingan umun, kesusilaan, dan/atau ketentuan 
peraturan perundar.g-undangan yang lebih tinggi, Bupati 
menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil 
klarifikasi yang telah sesuai. 

(6) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada 
ayet (4) bertentangan dengan kepentingan umum, 
kesusilaan, dan/ata ketentuan peraturan perundang­ 
undangan yang lebih tinggi, Bupati membatalkan Peraturan 
Desa tersebut dengan Keputusan Bupati. 

(7) Pemerintah Desa yang masih memberlakukan Peraturan 
Desa yang dibatalkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan 

peraturan perundang­undangan. 



Bagian Kelima 

Pelaksanaan 

Pasal 12 

(1) Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan 
Hak. Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa 
menjadi dasar bagi Desa untuk mengatur dan 
melaksanakan pembanguran dan anggaran Desa melalui 
penyusuran Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa 
{RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
(APBDesa). 

(2) Pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usu) dan 
Kewerangan Lokal Berskala Desa menganut prinsip 
transparansi dan akuntabilitas dan dilakukan oleh 
Pemerintah Desa dengan mengikuti ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Ruang lingkup pelaksanaan meliputi: 
a. realisasi pelaksanaan; 
b. tingkat pencapaian; 
c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan; 
d. sarana dan prasarana; dan 
e. permesalahan yang dihadapi serta penyelesaiannya. 

BAB VJ 

EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA 

Bagian Ksatu 

Evaluasi 

Pasal 15 

(l] Bupati merakukan evaluasi terhadap pelaksanaan 
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan 
Lokal Berskala Desa. 

(2) Dalam melaksanakan evaluasi sebageimana dimaksud 
Dada ayat (1), Bu,pati membentuk tim evaluasi. 

(3) Tim evaluasi sebagaimcna dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dengan Keputuan Bupati terdiri atas: 
a. Wakil Bupati, scbaga' koordinator; 
b. Sekretaris Daerah, sebagai ketua; dan 
c. unsur Perangkat Daerah terkait, sebagai anggota 

dengan jumlah sesuai kebutuhan. 
(4) Tim evaluasi bertugas memberikan rekomendasi kepada 

Bupati sesuai dengan hasil kajian dan disertai dengan data 
pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. 

(5) Isi zekomendasi sebagaimana dimaksud paa ayat (4) dapat 
berupa: 
a, pelaksanaan kewenangan Desa telah sesuai dengan 

kewenangan yang dimi'iki dan dapat dilakukan 
penambahan kewenangan baru; 



b. pelaksanaan kewenangan Desa telah sesuai dengan 
kewenangan yang diniliki dan tidak perlu dilakukan 
penambahan kewenangan ba.ru; atau 

c. pelaksanaan kewenngan Desa perlu dilakukan 
perubahan sebagian ke venangan oleh Pemerintah Desa 
guna revitalisasi kemampuan dan kesiapan Desa dalam 
melaksanakan kewenangannya. 

(6, Revitalisasi kemampuan dan kesiapan sebagaimana 
dimksud pada ayat (5) huruf c dilakukan dalam jangka 
waktu palint., sedikit 2 (dua) tahun melalui upaya 
pembinaan dan penguatan Desa. 

Pasal 14 

(1) Evaluasi dilakukan paling sedikit dalam waktu 2 (dua) 
t&hun terhitung sejak penetapan Peraturan Desa tentang 
kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan 
'okal berskala Desa. 

(2) Ruang lingkup evaluasi pelaksanaan kewenangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. realisasi pelaksanaan; 
b. tingkat pencapaian; 
c. sumber dan julah anggaran yang digunakan; 
d. sarana dan prasarana; dan 
e. permasalahan yang dinadapi dan penyelesaiannya. 

(3) Standar prosedur pelaksanaan evaluasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 

Bagian Kedua 

Pelaporan 

Pasal 15 

() Kepala Desa melaporkan ke,ada Camat pelaksanaan 
pcnataan kewenangan Desa di Desa. 

(2) Camat melaporkan kepada Bupati pelaksanaan penataan 
kewenangan Desa di wilayahnya. 

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit 
I (satu) kali dalam l (satu) tahun atau sesuai kebutuhan. 

(4) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dijadikan bahan Bupeti untuk menyusun kebijakan terkait 
pelaksanaan penataan kewenangan Desa. 

BAB v:r 

PEMBIAY A AN 

Pasal 16 

(l I Pembiayaan untuk pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan 
Hak Asal Usul dan Kewenar.gan Lokal Berskala Desa 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 



. . .. 
(2) Selain pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai 
dari: 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan 
b. suraber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VII 

PUNGUTAN DESA 

Pasal 17 

(1) Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka 
peningkatan pendapatan asli Desa seusai dengan 
kewenangan Desa berdsarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l) diatur dengan Peraturan Desa. 

BAB IX 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 18 

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 
penataan dan pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan Hak 
Asal Usul clan Kewenangan Lokal Berskala Desa. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), melalui; 
a. pemberian pedoman; 
b. fasilitasi dan koodinasi; 
c. peningkatan kapasitas aparetur Pemerintah Desa; 
d. monitoring dan evaluasi; dan 
e. dukungan teknis administrasi. 

(3) Dalam me'aksanakan pembinaan dan pengawasan 
terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa, 
Bupati dapat melimpahkan sebagian tugas kepada Camat. 

BAB X 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 19 

Femerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang 
Kewnangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 
Kewenangan Lokal Berskala Desa berdasarkan Peraturan 
Bupati ini paling lama 2 (dua) bulen sejak iundangkan. 



BABXI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 20 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau. 

Ditetapkan di Sanggau 
pada tanggal 28 September 2018 

BUPATI SANGGAU, 

TTD 

PAOLUS HAD! 

Diundangkan di Sanggau 
pada tanggal 28 September 2018 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU, 

TTD 

A.L. LEYSANDRI 

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018 NOMOR 38 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIA HUKUM DAN HAM, 

embina k. I 
NIP. 19700223 199903 I 002 



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU 
NOMOR : 38 TAHUN 2018 
TENTANG : DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL 

DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA 

A. Format Peraturan Desa 

KEPALA DESA . 

KABUPATEN SANGGAU 

PERATURAN DESA . 

NOMOR TAHUN .... 

TENTANG 

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL 

DAN KFWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DESA , 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan 
Bupati Sanggau Nomor .... Tahun 2018 tentang Daftar 
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 
Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu menetapkan 
Peraturan Desa tentang Kevenangan Berdasarkan Hak Asal 
Usul an Kewenangan Lokal Berskala Desa; 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 
tentang Pembenuukan D erah Tingkat II di Kalimantan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 
9) sbagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 1820); 

2. Undang­Undrng Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang­undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tehun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

4. Pera.tu.ran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten.tang 
Peraturan Pelaksanaan Undang­Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

• 



, 

Menetapkan 

Tahu. 2014 Noor 123 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah cliubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Feraruran Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- 
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Repubolik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5717); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

7. Peraturan Menteti Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 
tentang Kewenangen Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 

8. Peraturan Daerah Kabupater. Sanggau Nomor 4 Tahun 
205 tentang Pemerintahan Desa; 

9. Peraturan Bupati Sa ggau Nomor .... Tahun 2018 tentang 
Daftar Kewenangan Desa Berlasarkan Hak Asal Usul dan 
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Sanggau Tahun 2018 Nomor ......·) 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA 
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN 
LOKAL BERSKALA DESA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sanggau sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan aerah Kabupaten Sanggau. 

3. Bupati adalah Bupati Sanggu. 
4. Camat adalah Kepala hccamatan dalam Kabupaten Sanggau 

yang berada di bawah dan bertanggungiawab kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah. 

5. Desa adalah Desa yang selar.jutnya disebut Desa, adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kcpeningan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau 
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

6. emerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentgan masyarakat setempat dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat 
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 



8. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin 
penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan 
pembangunan Desa, penbinaan kemasyarakatan Desa, dan 
pcmberdayaan masyarakat Desa. 

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat 
BPL adaah lembaga yang melaksanakan fungsi 
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
ditetapkan secara demiokra.is. 

10. Musyawarah Desa adalan musyawarah antara Badan 
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur 
asyarakat yang diselenggarakan oleh Badan 

Permusyawaratan Desa untuk menyepakati ha! yang bersifat 
stratcgs. 

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan 
yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan 
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa, diaui 
keberadaanrya dan mcmpunyai kekuatan hukum mengikat 
scpanjang diperintahkan olen peraturan perundang- 
undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan 
kewenangan. 

12.Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa 
meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, 
kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang 
ditugaskan oleh Pererintah, Pemerintah Daerah Provinsi, 
atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan 
lain yang ditugaskan olch Pemcrintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi, ateu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai 
engan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

13. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang 
merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa 
a.tau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan 
perkembangan kehidupan masyarakat. 

4.Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang 
telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif 
djalankan oleh Desa atau yang muncul karena 
perkembangan Dcsa dan prakarsa masyarakat Desa. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah scbagai 
pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengatur,mengurus, 
dan menetapkan kewenangn berdasarkan hak asal usul 
dan kewenangan lokal berskala Desa. 

(2) Tujuan ditetpkannya Peraturan Desa ini adalah agar 
pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan 
kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 



BAB Ill 

KEWENANGAN DESA 

Pasal3 

Kewenangan Desa, meliputi: 

a. kewenangan Desa berdasarkan hak asal usu!; 
b. kewenangan lokal berskala Desa; 
c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah 

Daeran Provinsi, atau Pcmerintah Dacrah; dan 
d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, 

emerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

Pasal 4 

(I) Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan 
kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh 
Desa. 

(2) Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan oleh 
Pemerintah, Pererintah Daerah Provinsi, atau Pemcrintah 
Daerah dan pelaksanaan ±ewenangan lain yang ditugaskan 
oleh Peerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau 
Pemerintah Daerah sesai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa. 

(3) Penugasan scbagnimana dimaksud pada ayat (2) disertai 
biaya. 

BABIV 

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL 

Pasal 5 

Kewenangan Desa berdasarkan ha'k asal usul meliputi: 

a. ·················· .... ; 

b. ·············•······••i 

c. dan seterusnya. 

BAB V 

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA 

Pasal 6 

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi: 
1. . ; 
2 ; 
3. Dan seterusnya. 



BAB VI 

PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA 

Pasal 7 

(I) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usu! dan 
kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 dan Pasal 6 menjadi dasar bagi Desa untuk 
mengatur dan mengurus pembangunan dan anggaran Desa 
melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah 
Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa (APBDesa). 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan 
Desa berdasarkan hak asal usu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Desa 
den/atau Keputusan Kepala Desa. 

(3) Ruang lingkup pelaksanaan :neliputi: 
a. realisasi pelaksanaan; 
b. tingkat pencapaian; 
c. umber dan jumlah anggaran yang digunakan; 
d. saran a dan prasarana; dan 
e. permasalahan yang dihadapi serta penyelesaiannya. 

Pesal 8 

Penyelenggaran Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul 
dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimar.a dimaksud 
dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan secara tertib, efisien, 
ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungiawab sesuai 
ketentuan peraturan perundang­undangan. 

Pasal 9 

(l) Desz. dapat mciakukan perubahan kewenangan selain 
kewena.ngan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa ini. 

(2) Perubahan kewenangan scbagaimana dimaksud pada ayat 
(l) dilakukan dengan cara: 
a. menarbah kewenangan baru; atau 
b. melakukan perubahan sebagian atau seluruh 

kewenengan. 
(3) Perubahan kewenangan dilakukan berdasarkan hasil 

peniiaian tim evaluasi kabupaten. 
(4) Perubahan kewenangan ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

Pasal 10 

Kepala Desa melaporkan penyelenggaraan kewenangan Desa 
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala 
Desa kepade Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada 
BPD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau 
sesuai kebutuhan. 



Pasal 1l 

(1) Pemoiayaan untuk pelaksanaan kewenangan berdasarkan 
hak asal us...l dan kewenangan lokal berskala Desa 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

(2) Selain pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat dibiayai 
dari. 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan 
b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai 

dengan ketentuan peracuran perundang­undangan. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTU? 

Pa3al 12 

Pera.turan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pergundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Desa .. 

Ditetapkan di . 
pad a tanggal . 

KEPALA UESA , 

Tanda Tangan dan Cap 

NAMA JELAS 

Diundangkan di..................... 
pad a tanggal . . . . . . . . 

SEKRETARIS DESA ..........••••..... 

NA.MA JELAS 

LEMBARAN DESA.................. TAHUN .... NOMOR ..• 



B. Forat Berita Acara Musywarah Desa 

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA 

TENTANC 

HASIL MEMILIH DAFTAR KEVENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL 

USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA 

Pada hari ini tanggal ...................... bulan ....•............•.... tahun 

......................., bertempat di Balai Desa telah 
dilaksanakan Musyawarah Pesa dalam rangka mengkaji dan memilih 

kewenangan yang akan dilaksanekan oleh Desa 

berdasarkan daftar kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati 

Sanggau Nomo: .......Tahun tentang Daftar Kewenangan Desa 

Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, yang 

dihadiri oleh BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, unsur Lembaga 

Kemasyarakat.an Desa dan unsur masyarakat Desa sebagaimana daftar 

hadir terlampir, dengan kcgiatan scbagai berikut: 

A. Materi Rapat 

Pemlihan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul Desa dan 

kewenangan lokal berskala Desa yang akan dilaksanakan oleh Desa 

·.....o..... berdasarkan daftar kewenangan Desa yang diatur 

dalam Peraturan Bupati Sanggau Nomor Tahun ..... tentang Daftar 

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal 
Berskala Desa dergan mempertimbangkan situasi, kondisi dan 
'ebutuhan lokal di Desa. 

B. Keputusar. Rapat 

Rincian Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul Desa dan 

kewenangan lokal berskala Desa yang dipilih dan akan dilaksanakan 

oleh Desa......... ............, adalah sebagai berikut: 

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul, meliputi: 

a. ··················• 
b , 
c. dan seterusnya. 

2. Kewenangan loka berskala Desa, meliputi: 

a. ··················• 
b , 
c. dan seterusnya. 



C. Penutup 

Keputusan hasil musyawarah Desa ini menjadi dasar bagi BPD dan 

Pemerintah Desa dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa 

tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan 
lokal berskala Desa. Selanjutnya, Rancangan Peraturan Desa dimaksud 

akan dibahas dan disepakati bersama oleh BPD dan Kepala Desa, dan 

ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa. 

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya. 

························• ·······••···················· 

KEPALA DESA ..............• BADAN PERMUSYAWARATAN 

DESA . 

Ketua, 

NAMA JELAS 

NAMA JELAS 

PERWAKILAN PESERTA MUSYAWARAH DESA : 

1 . 
2 . 

3. dst. 
BUPATI SANGGAU, 

TTD 

PAOLUS HAD! 

Salinan sesuai dengan aslinya 

GIAyHUKUM DAN HAM, KEPALA 

H 
ti (IV/b) 

NIP. 19700223 19 903 12 002 


